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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn adalah sudah tepat dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa selaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta aktor intelktual yang merencanakan kejahatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan bukti komunikasi antara terdakwa dengan pelaku lainnya yang mengkonfirmasi bahwa terdakwa benar telah merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mempermudah aksi pencurian yaitu sebuah pisau dan obeng dan merencanakan lokasi kejahatan yang akan dilakukan oleh terdakwa bersama dengan pelaku lainnya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn telah meliputi beberapa aspek utama, yaitu Hakim telah memperhatikan adanya hubungan yang jelas antara alat bukti yang diajukan dan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa. Alat bukti yang relevan dan berkaitan langsung digunakan sebagai dasar untuk menegaskan keterlibatan terdakwa dalam kejahatan tersebut. Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai aktor intelektual memiliki peranan penting dalam merencanakan dan mengarahkan tindak kejahatan, sehingga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang menempatkan peran aktor intelektual sebagai faktor pemberat dalam pidana. Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi, bukti fisik, dan dokumen yang mendukung adanya motif dan perencanaan dari terdakwa, sehingga memperkuat dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut.
3. Kendala dan solusi majelis hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn yaitu kendala yang dihadapi berupa majelis hakim menghadapi berbagai kendala, termasuk tantangan dalam penerapan aspek hukum yang ada, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan psikologis korban serta pelaku. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan sosial dan faktor ekonomi juga mempengaruhi proses peradilan. Solusi yang diterapkan yaitu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama hakim dan penyidik, melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan penguatan sistem perlindungan terhadap korban juga menjadi fokus utama untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan efektif. Perlu adanya reformasi sistem peradilan pidana yang berkelanjutan, termasuk peningkatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama antar lembaga terkait, dan pengembangan kebijakan yang lebih progresif dalam perlindungan hak-hak korban serta penegakan hukum yang adil dan merata.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, antara lain:
1. Pengadilan dan aparat penegak hukum disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis bukti digital dan komunikasi elektronik. Hal ini penting agar proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat, serta memperkuat posisi bukti dalam persidangan.
2. Hakim diharapkan untuk lebih memperhatikan aspek-aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang, termasuk faktor sosial, psikologis, dan peran aktor intelektual dalam kejahatan tersebut. Hal ini akan menghasilkan pertimbangan hukuman yang lebih adil dan proporsional. Serta hakim disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan analisis dalam mempertimbangkan faktor-faktor pidana dan non-pidana secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan keadilan restoratif dan aspek rehabilitasi terdakwa.
3. Pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan serta menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk akses kepada tenaga ahli seperti psikolog dan sosiolog yang dapat memberikan pendapat profesional dalam proses peradilan.
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